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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana income level dan complexity of
taxation berpengaruh terhadap tax morale pelaku UMKM subsektor kuliner di Kota Bandung
dengan memasukkan tax law enforcement sebagai variabel mediasi. Pendekatan yang digunakan
adalah deskriptif–verifikatif (causal explanatory) dengan pengolahan data menggunakan teknik
Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui aplikasi SmartPLS 4.0.
Populasi penelitian mencakup 1.009 wajib pajak UMKM, sedangkan sampel diperoleh dengan
teknik convenience sampling dan perhitungan Slovin sehingga terkumpul 91 responden. Hasil
analisis menunjukkan bahwa tax law enforcement memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap tax morale (β = 0,742; p < 0,001). Sebaliknya, income level dan complexity of taxation
tidak terbukti memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap tax morale. Kedua
variabel tersebut juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tax law enforcement,
sehingga peran mediasi tax law enforcement dalam hubungan income level maupun complexity
of taxation terhadap tax morale tidak terkonfirmasi secara empiris. Secara keseluruhan, temuan
ini menegaskan bahwa upaya peningkatan tax morale UMKM lebih efektif dilakukan dengan
memperkuat penegakan hukum pajak yang adil, konsisten, dan transparan daripada hanya
mengandalkan faktor pendapatan atau penyederhanaan teknis administrasi perpajakan.

Kata Kunci : Tax Morale; Income Level; Complexity Of Taxation; Tax Law Enforcement;
UMKM

ABSTRACT

This study aims to analyze how income level and tax complexity affect tax morale
among MSMEs in Bandung’s culinary sub-sector, with tax law enforcement treated as a
mediating variable. The research adopts a descriptive–verification (causal explanatory) design
and applies Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS
4.0. The population consists of 1,009 MSME taxpayers, while the sample of 91 respondents is
obtained through convenience sampling and the Slovin formula. The empirical results reveal
that tax law enforcement exerts a positive and significant effect on tax morale (β = 0.742; p <
0.001). In contrast, income level and tax complexity do not have significant direct effects on tax
morale. Both variables also do not significantly influence tax law enforcement, implying that the
mediating role of tax law enforcement in the relationships between income level/tax complexity
and tax morale is not supported. Overall, the findings suggest that strengthening fair, consistent,
and transparent tax enforcement is a more effective route to improving MSMEs’ tax morale
than relying primarily on income-related aspects or technical simplification of tax regulations.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama penerimaan negara dan menopang bagian

terbesar dari APBN Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2021). Penerimaan pajak

dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta

berbagai program sosial pemerintah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir realisasi

penerimaan pajak masih berfluktuasi dan pada sejumlah periode belum mampu mencapai target

yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar

untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama kepatuhan sukarela dari para wajib pajak

(Simanjutak & Mukhlis, 2012; James, 2015).

Di antara berbagai kelompok wajib pajak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

menempati posisi strategis karena berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto nasional,

penyerapan tenaga kerja, dan jumlah unit usaha di Indonesia. Pemerintah merespons peran vital

UMKM tersebut melalui pemberian berbagai insentif perpajakan, termasuk penerapan tarif PPh

final 0,5% sebagaimana tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018 untuk mendorong kepatuhan

pajak UMKM (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018; Ayem & Nofitasari, 2020;

Sutrisno, 2024). Meskipun demikian, hasil-hasil penelitian dan temuan di lapangan

mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak UMKM—termasuk di Kota Bandung—masih

menghadapi kendala berupa rendahnya literasi perpajakan, praktik pencampuran keuangan

pribadi dan usaha, serta persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dan aparat pajak (Sara &

Rahmat, 2013; Hendrawati, Pramudianti & Abidin, 2021; Tresnawaty & Efrianto, 2025).

Dari sudut pandang perilaku, kepatuhan pajak sukarela tidak hanya ditentukan oleh

kemampuan membayar pajak, tetapi juga oleh tax morale, yakni dorongan moral internal wajib

pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Berbagai faktor

diperkirakan memengaruhi tax morale pelaku UMKM, antara lain tingkat pendapatan (income

level), kerumitan regulasi dan administrasi perpajakan (complexity of taxation), serta kualitas

penegakan hukum pajak (tax law enforcement) sebagaimana dipersepsikan oleh wajib pajak

(Alm & Torgler, 2006; Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler, 2009; Aktan, 2006;

Amalia, 2021; Kurniawati & Nurcahyo, 2022). Penelitian ini memfokuskan kajian pada UMKM

subsektor kuliner di Kota Bandung yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian daerah,

tetapi sekaligus menghadapi persaingan yang tinggi dan dinamika kebijakan perpajakan yang

cukup kompleks (Dea Indrawan, 2024; Tresnawaty & Efrianto, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh

income level dan complexity of taxation terhadap tax morale, baik secara langsung maupun

secara tidak langsung melalui tax law enforcement sebagai variabel intervening. Secara teoretis,

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor penentu tax morale
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pada konteks UMKM di negara berkembang (Lago-Peñas & Lago-Peñas, 2010; Kasper, 2016;

Pacaldo & Ferrer, 2020; Chair, 2022). Dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan

memberikan masukan bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi

peningkatan kepatuhan pajak UMKM yang lebih menekankan pada aspek keadilan dan kualitas

penegakan hukum pajak (Simanjutak & Mukhlis, 2012; Sutrisno, 2024; Tresnawaty & Efrianto,

2025).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tax Morale

Dalam literatur perpajakan, tax morale dipahami sebagai motivasi intrinsik individu

untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan masyarakat. Alm dan

Torgler (2006) serta Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler (2009) menegaskan

bahwa tax morale berkaitan erat dengan rasa kewajiban moral, tingkat kepercayaan kepada

pemerintah, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Ketika tax morale berada pada

tingkat yang tinggi, wajib pajak cenderung menunjukkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Sebaliknya, tax morale yang rendah sering dikaitkan dengan kecenderungan melakukan

penghindaran maupun penggelapan pajak (Torgler, 2003; Torgler, 2006; Kasper, 2016;

Rodríguez-Justicia & Theilen, 2018; Pacaldo & Ferrer, 2020).

Complexity of Taxation

Complexity of taxation mengacu pada tingkat kerumitan aturan, prosedur, dan tata cara

administrasi perpajakan yang wajib dipahami dan dipatuhi oleh wajib pajak. Kirchler (2007),

Slemrod (2007), dan Torgler & Schneider (2004) menunjukkan bahwa kompleksitas yang tinggi

dapat meningkatkan biaya kepatuhan, menimbulkan kebingungan administratif, serta

mengurangi persepsi keadilan sistem pajak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi

menekan tax morale dan mengurangi kepatuhan pajak sukarela (Forest & Sheffrin, 2002; Hoppe,

Sturm, Schanz, & Sureth-Sloane, 2017; Collier, Kari, Ropponen, Simmler, & Todtenhaupt,

2018).

Income Level

Income level mencerminkan kondisi sosial ekonomi wajib pajak dan dipandang dapat

memengaruhi tax morale. Wajib pajak yang memiliki pendapatan relatif tinggi umumnya

mempunyai kapasitas finansial serta akses terhadap informasi yang lebih baik, sehingga

diharapkan memiliki moral pajak dan tingkat kepatuhan yang lebih baik (Amran, 2018; Sá,

Martins, & Gomes, 2014; Nuridja, Pd I. Made Astrawan, & Ketut Dunia, 2014; Rambe, 2019).

Sebaliknya, bagi wajib pajak dengan pendapatan rendah, kewajiban membayar pajak kerap

dipersepsikan sebagai beban yang mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,
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sehingga berpotensi menurunkan tax morale (Feld & Frey, 2002; Hallsworth, List, Metcalfe, &

Vlaev, 2017; James, 2015; Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler, 2009).

Tax Law Enforcement

Tax law enforcement menggambarkan sejauh mana otoritas pajak menerapkan peraturan

perpajakan secara konsisten, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Penegakan hukum pajak yang

profesional, transparan, dan tidak diskriminatif akan memperkuat kepercayaan wajib pajak

kepada pemerintah dan mendorong peningkatan tax morale. Sebaliknya, penegakan hukum yang

lemah, inkonsisten, atau dipandang sewenang-wenang dapat menurunkan kepercayaan dan

memicu perilaku tidak patuh (Raharjo, 2009; Martian Fajar, 2014; Bruno, 2019; Lumbangaol,

2024; Zirman, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian disusun

sebagai berikut:

H1: Income level berpengaruh positif terhadap tax morale.

H2: Complexity of taxation berpengaruh negatif terhadap tax morale.

H3: Tax law enforcement berpengaruh positif terhadap tax morale.

H4: Income level berpengaruh positif terhadap tax law enforcement.

H5: Complexity of taxation berpengaruh negatif terhadap tax law enforcement.

H6: Tax law enforcement memediasi pengaruh income level terhadap tax morale.

H7: Tax law enforcement memediasi pengaruh complexity of taxation terhadap tax morale.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain verifikatif (causal

explanatory). Desain ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan karakteristik variabel

sekaligus menguji hubungan kausal antara variabel independen dan dependen berdasarkan

hipotesis yang telah dirumuskan (J, MEXON, 2020; Sugiyono, 2018; Bahri, 2018; Sudirjo,

2023).

Objek penelitian adalah wajib pajak UMKM subsektor kuliner yang terdaftar pada

otoritas perpajakan di Kota Bandung. Populasi penelitian berjumlah 1.009 UMKM. Kriteria

inklusi dalam penelitian ini mencakup: (1) UMKM subsektor kuliner yang terdaftar sebagai

wajib pajak aktif; (2) termasuk kategori UMKM sesuai regulasi yang berlaku; (3) telah

beroperasi minimal satu tahun; (4) pemilik atau pengelola bersedia menjadi responden; serta (5)

lokasi usaha berada dalam wilayah administrasi Kota Bandung. Penentuan sampel dilakukan

menggunakan teknik Simple Random Sampling (SRS) dengan perhitungan rumus Slovin,

sehingga diperoleh 91 responden yang dianggap mewakili populasi (Sugiyono, 2018).

Variabel penelitian dan indikator pengukurnya:
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1. Income Level (X1)

 Konsep Variabel: Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh selama satu bulan

dalam satuan rupiah (Cupian & Nami, 2020).

 Indikator:

Jumlah pendapatan yang diterima per bulan

 Skala: Rasio

2. Complexity of Taxation (X2)

 Konsep Variabel: Kompleksitas perpajakan adalah tingkat kerumitan dalam sistem

perpajakan yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mematuhi

peraturan perpajakan (Hoppe et al., 2017).

 Indikator:

1. Tingkat kesulitan dalam mengisi formulir pajak

2. Tingkat kesulitan memahami aturan pajak

3. Kelengkapan instruksi pada formulir administrasi pajak

4. Frekuensi perubahan regulasi pajak

 Skala: Ordinal

3. Tax Law Enforcement (Z) – Variabel Intervening

 Konsep Variabel: Penegakan hukum perpajakan merupakan tindakan hukum dalam

bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi pajak bagi pelanggar (Amalia,

2021).

 Indikator:

1. Pemeriksaan pajak

2. Penyidikan pajak

3. Penerapan sanksi pajak

 Skala: Ordinal

4. Tax Moral (Y) – Variabel Dependen

 Konsep Variabel: Tax moral adalah motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi

ketentuan perpajakan (Kasper, 2016).

 Indikator:

1. Persepsi terhadap kejujuran

2. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah

3. Motivasi intrinsik untuk patuh

 Skala: Ordinal

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang memuat butir

pernyataan mengenai income level, complexity of taxation, tax law enforcement, dan tax morale.
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Setiap indikator diukur dengan skala Likert lima poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5

(sangat setuju). Sebelum dimanfaatkan dalam pengujian hipotesis, instrumen penelitian diujikan

terlebih dahulu untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya (Bahri, 2018; Sugiyono, 2018).

Sebelum penelitian, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas

menggunakan korelasi Pearson, dengan kriteria r hitung ≥ r tabel (0,361) pada α = 0,05, dan

seluruh item dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha dengan batas

minimal 0,70, dan hasil menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai alpha ≥ 0,70 sehingga

instrumen dinyatakan reliabel.

Tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Squares

Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4.0.

Pemilihan PLS-SEM didasarkan pada karakteristik model penelitian yang bersifat prediktif,

melibatkan hubungan kausal, serta memiliki tingkat kompleksitas konstrak yang membutuhkan

estimasi yang robust meskipun ukuran sampel relatif kecil. Proses analisis mencakup pengujian

model pengukuran (outer model) untuk mengevaluasi validitas konvergen, validitas diskriminan,

dan reliabilitas konstruk, serta pengujian model struktural (inner model) guna menilai koefisien

jalur, nilai R-square, dan signifikansi pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel

(Juliandi, 2018; Arya Pering, 2020; Wibisono, Destryana, & Ghufrony, 2021).

Pengujian pengaruh tidak langsung dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan

penentuan jumlah subsample serta tingkat signifikansi yang sesuai standar PLS-SEM, sehingga

estimasi hubungan mediasi dapat dinilai secara akurat. Selain itu, penelitian juga

memperhatikan potensi Common Method Bias (CMB) yang dapat muncul karena pengumpulan

data menggunakan satu instrumen kuesioner. Untuk memitigasinya, dilakukan langkah-langkah

seperti pernyataan anonim, penataan acak item, dan pengujian statistik pendukung untuk

memastikan bahwa bias metode umum tidak memengaruhi hasil estimasi model.

Penelitian memenuhi prinsip etika berupa informed consent, kerahasiaan data,

anonimitas responden, dan partisipasi sukarela. Data digunakan secara etis untuk tujuan

akademik dengan menjaga integritas dan keaslian informasi.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil analisis PLS-SEM menunjukkan bahwa tax law enforcement berpengaruh positif

dan signifikan terhadap tax morale pelaku UMKM subsektor kuliner di Kota Bandung, dengan

koefisien jalur sekitar 0,742 dan tingkat signifikansi p < 0,001. Temuan ini mengindikasikan

bahwa ketika wajib pajak memandang penegakan hukum pajak dilakukan secara adil, konsisten,

dan bebas korupsi, mereka cenderung memiliki moral pajak yang lebih tinggi dan lebih

terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Kirchler, Hoelzl, & Wahl,

2008; Amalia, 2021; Bruno, 2019; Lumbangaol, 2024).
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Sebaliknya, income level dan complexity of taxation tidak terbukti memiliki pengaruh

langsung yang signifikan terhadap tax morale. Kedua variabel tersebut juga tidak menunjukkan

pengaruh yang signifikan terhadap tax law enforcement. Dengan demikian, peran mediasi tax

law enforcement dalam hubungan antara income level maupun complexity of taxation dengan

tax morale tidak didukung oleh data empiris. Hasil ini selaras dengan indikasi bahwa

peningkatan pendapatan atau penyederhanaan aspek teknis perpajakan saja belum cukup untuk

mendorong naiknya tax morale apabila tidak disertai dengan penegakan hukum pajak yang

kredibel dan dapat dipercaya (Forest & Sheffrin, 2002; Hoppe, Sturm, Schanz, & Sureth-Sloane,

2017; Sá, Martins, & Gomes, 2014; Chair, 2022).

Secara lebih luas, temuan penelitian ini konsisten dengan literatur yang menekankan

peran kombinasi antara kekuatan otoritas (power) dan kepercayaan (trust) dalam kerangka

slippery slope framework. Penegakan hukum pajak yang efektif bukan hanya menciptakan efek

jera melalui pemberian sanksi, tetapi juga membangun persepsi bahwa sistem pajak dijalankan

secara transparan dan akuntabel. Dalam situasi tersebut, wajib pajak merasa lebih rela dan

bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008;

Alm & Torgler, 2006; Torgler & Schaltegger, 2005; Etzioni, 1986).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Tax law enforcement berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale pelaku UMKM

subsektor kuliner di Kota Bandung. Penegakan hukum pajak yang dipersepsikan adil,

konsisten, dan bebas korupsi mendorong meningkatnya motivasi moral wajib pajak untuk

patuh;

2. Income level dan complexity of taxation tidak menunjukkan pengaruh langsung yang

signifikan terhadap tax morale. Artinya, perbedaan tingkat pendapatan maupun tingkat

kerumitan aturan perpajakan, dalam konteks penelitian ini, belum mampu menjelaskan variasi

tax morale pelaku UMKM secara statistik;

3. Income level dan complexity of taxation juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tax law

enforcement sebagaimana dipersepsikan responden, sehingga kedua variabel tersebut tidak

dapat dijadikan faktor penentu utama dalam persepsi terhadap penegakan hukum pajak; dan

4. Tax law enforcement tidak memediasi pengaruh income level maupun complexity of taxation

terhadap tax morale. Dengan kata lain, jalur pengaruh tidak langsung melalui tax law

enforcement tidak didukung secara empiris pada model yang digunakan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi peningkatan tax morale

UMKM lebih tepat diarahkan pada penguatan kualitas penegakan hukum pajak yang adil,

konsisten, dan transparan dibandingkan sekadar mengandalkan faktor ekonomi atau
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penyederhanaan teknis administrasi. Aparat pajak perlu memastikan bahwa proses pemeriksaan,

penagihan, dan penindakan dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik koruptif,

sekaligus diiringi peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM

(Raharjo, 2009; Martian Fajar, 2014; Sutrisno, 2024; Tresnawaty & Efrianto, 2025).

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ukuran sampel yang relatif kecil dan cakupan

yang hanya berfokus pada satu subsektor dan satu wilayah geografis, sehingga tingkat

generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan

memperluas sektor dan wilayah kajian, memasukkan variabel lain seperti kepercayaan kepada

pemerintah dan persepsi keadilan pajak, serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan

longitudinal guna menangkap dinamika tax morale dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2018;

Kasper, 2016).
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Gambar 4. 2 Path Coefficient3

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2019-2023
Tahun Target Realisasi % Shortfall
2019 1577.12 1332.67 84.5 -244.45
2020 1199.23 1072.11 89.4 -127.12
2021 1229.45 1278.63 104 49.18
2022 1485.12 1716.8 115.6 231.68
2023 1818.29 1869.2 102.8 50.91

Sumber: Pajak.go.id

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
No Uraian Aset Omzet
1 Usaha mikro Maks 1 Miliar 0 – 2 Miliar
2 Usaha kecil 1 Miliar – 5 Miliar 2 Miliar – 15 Miliar
3 Usaha menengah 5 Miliar – 10 Miliar 15 Miliar – 50 Miliar

Sumber: PP Nomor 7 Tahun 2021

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
1 Nurhidayati,

Hanik
Susilawati
Muamarah, dan
Riani
Budiarsih.
(2021)

Analisis
Determinan Tax
Morale
Pelaku Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah
(UMKM)

Kepercayaan kepada
pemerintah dan
norma memiliki
pengaruh signifikan
positif terhadap tax
morale,
pengetahuan
perpajakan tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
variabel tax morale.

Menggunakan
tax morale

Peneliti
menambahkan
variabel Income
Level, Complexity
of Taxation dan Tax
Law Enforcement
sebagai Variabel
Intervening. Tidak
ada variabel
kepatuhan

2 Eben Ezer
Ghozali. (2017)

Pengaruh
Tingkat
Pendapatan,
Tarif Pajak,
Denda Pajak,
dan
Probabilitas
Pemeriksaan
Pajak Terhadap
Kepatuhan
Pajak

Variabel jumlah
pendapatan
berpengaruh
positif secara
signifikan terhadap
tingkat kepatuhan
pajak Wajib Pajak
Badan.

Menggunakan
variabel
tingkat
pendapatan.

Peneliti
menggunakan
variabel Complexity
of Taxation dan Tax
Law Enforcement
sebagai Variabel
Intervening. Tidak
ada variabel
kepatuhan, tarif
pajak, denda paja
dan probablitas
pemeriksaan pajak
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3 Catur Martian
Fajar (2014)

Tax Law
Enforcement
Sebagai Upaya
Optimalisasi
Penerimaan
Pajak Negara
Ditinjau Melalui
Tingkat
Kepatuhan
Wajib Pajak

Upaya penegakan
hukum yang
dilakukan oleh
pemerintah masih
belum optimal.
Penegakan hukum
harus dilakukan tidak
hanya terhadap wajib
pajak terdaftar tetapi
terhadap potensi-
potensi pajak yang
belum tergali

Menggunakan
variabel Tax
Law
Enforcement.

Peneliti
menambahkan
variabel tax moral,
Complexity of
Taxation dan Tax
Law Enforcement
sebagai Variabel
Intervening. Tidak
ada variabel
kepatuhan

4 Ega Okli
Roseptia
(2023)

Pengaruh
Norma Dan
Faktor Sosio-
Ekonomi
Terhadap Tax
Morale Dengan
Tingkat
Pendidikan
Sebagai
Variabel
Pemoderasi

Norma personal yang
diproksikan dengan
tingkat religiusitas
tidak memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
Tax Morale. Norma
sosial yang
diproksikan dengan
Patriotisme memiliki
pengaruh positif dan
signifikan terhadap
Tax Morale. Pengaruh
jenis pekerjaan dan
tingkat pendapatan
tidak signifikan
terhadap tax morale.
Tingkat Pendidikan
dikategorikan sebagai
variabel moderasi
potensial karena
pengaruhnya setelah
diinteraksikan dengan
variabel Norma
Personal, Norma
Sosial, Jenis
Pekerjaan, dan
Tingkat Pendapatan
tidak signifikan
terhadap Tax Morale.

Menggunakan
variabel
tingkat
pendapatan
dan tax moral

Peneliti
menambahkan
variabel Complexity
of Taxation dan Tax
Law Enforcement
sebagai Variabel
Intervening. Tidak
ada variabel
pendidikan

5 Sifit Dwi
Nurcahya
(2022)

Determinan
Tax Morale
Pada Orang
Pribadi Non
Karyawan:
Studi Empiris
Pada Mitra Go-
Jek Indonesia

Faktor yang paling
berpengaruh terhadap
tax morale mitra Go-
Jek Indonesia ialah
kelompok rujukan.
Persepsi tingkat
korupsi pemerintah,
efisiensi pengeluaran
pemerintah, dan
kepentingan pribadi
juga berpengaruh
signifikan terhadap
tax morale. Sementara
itu, persepsi keadilan,
tingkat tarif pajak,
kesulitan keuangan,

Menggunakan
variabel tax
moral

Peneliti
menambahkan
variabel level
income, Complexity
of Taxation dan Tax
Law Enforcement
sebagai Variabel
Intervening. Tidak
ada variabel
pendidikan



JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)
Vol. 10 No. 1, 2026

Submitted : 22/11/2025 |Accepted : 23/12/2025 |Published : 25/02/2026
P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306 | Page 1054

dan kemungkinan
diperiksa dan
dikenakan hukuman
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
tax morale pada mitra
Go-Jek Indonesia.

6 Fitri (2022) Tax Knowledge
and Tax Morale
in Tax
Compliance

The results showed
that tax
knowledge and tax
morale had a positive
and significant effect
on tax compliance.
Tax
morale also plays a
significant role as a
moderating variable
that strengthens the
relationship between
tax knowledge and tax
compliance. therefore,
tax morale needs to
be embedded in the
education process

Menggunakan
variabel tax
moral

Peneliti
menggunakan
variabel level
income, Complexity
of Taxation dan Tax
Law Enforcement
sebagai Variabel
Intervening. Tidak
ada variabel tax
knowledge dan tax
compliance

7 Hari Hananto
(2023)

Pengaruh Tax
Morale terhadap
Tax Evasion
Intention di
Surabaya
dengan
Kepribadian
Conscientiousne
ss &
Agreeableness
sebagai
Moderasi

Moral pajak
berpengaruh negatif
dan signifikan
terhadap intensi
penggelapan pajak.
Kehati-hatian bukan
merupakan variabel
moderasi dalam
hubungan antara
moral pajak dan
intensi penggelapan
pajak. Keramahan
memperlemah
pengaruh negatif
moral pajak terhadap
intensi penggelapan
pajak dalam tingkat
kepercayaan 90%.

Menggunakan
variabel tax
moral

Peneliti
menambahkan
variabel level
income, Complexity
of Taxation dan Tax
Law Enforcement
sebagai Variabel
Intervening. Tidak
ada variabel tax
evasion dan
Conscientiousness
& Agreeableness

8
Yordan
Ediantoro
Dharmawan
(2021)

Kompleksitas
Pajak, Moral
Wajib Pajak dan
Norma
Subyektif
Terhadap
Kepatuhan
Perpajakan

secara parsial
kompleksitas pajak,
moral wajib pajak,
dan norma subjektif
berpengaruh atas
kepatuhan perpajakan.
Implikasi penelitian
ini diharapkan dapat
memberikan manfaat
dalam upaya
meningkatkan
kesadaran pemilik
UMKM mengenai
perpajakan

Menggunakan
variabel tax
moral dan
kompleksitas
pajak

Peneliti
menambahakn
variabel level
income, Complexity
of Taxation dan Tax
Law Enforcement
sebagai Variabel
Intervening. Tidak
ada variabel
kepatuhan
perpajakan

9 Pacaldo,
Raymond

Determinants of
Tax Morale

In the analysis, only
trust in government,

Menggunakan
variabel tax

Peneliti
menambahakn
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S.(2020) using Structural
Equation Model
(SEM)

organizational form,
and firm location
provided a significant
impact to tax morale.
Thus, firms pay taxes
religiously when the
government acts
trustworthily. On the
other

moral dan Tax
Enforcement

variabel level
income, Complexity
of Taxation dan Tax
Law Enforcement
sebagai Variabel
Intervening. Tidak
ada variabel trust
government

10 Yuni
Khoirotul
Abdiyah
(2023)

Pengaruh Tax
Law
Enforcement
Terhadap
Kepatuhan
Wajib Pajak
Dengan
Kepercayaan
Sebagai
Variabel
Mediasi
(Studi Kasus di
Wilayah DJP
Jawa Timur I)

pengaruh tax law
enforcement terhadap
kepatuhan pajak
dengan kepercayaan
sebagai variabel
mediasi, dapat ditarik
kesimpulan bahwa tax
law enforcement
berpengaruh negatif
dan tidak signifikan
terhadap kepatuhan
pajak, namun tax law
enforcement
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap kepatuhan
pajak ketika
kepercayaan
dimasukkan variabel
mediasi kepercayaan

Menggunakan
variabel tax
moral

Peneliti
menambahakn
variabel level
income, Complexity
of Taxation dan Tax
moral. Tidak ada
variabel kepatuhan
dan kepercayaan

11 Zirman (2015) Pengaruh
Penegakan
Hukum Dan
Gender
Terhadap
Penggelapan
Pajak Dimediasi
Oleh Moral
Pajak

Penegakan hukum
berpengaruh positif
signifikan terhadap
moral pajak,
sedangkan gender
tidak berpengaruh
terhadap moral pajak.
Moral pajak
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
penggelapan pajak.
Hasil analisis juga
menunjukkan bahwa
moral pajak
memediasi pengaruh
penegakan hukum
terhadap penggelapan
pajak, namun tidak
memediasi pengaruh
gender terhadap
penggelapan pajak.

Menggunakan
variabel tax
moral dan
penegakan
hukum

Peneliti
menambahakn
variabel level
income, Complexity
of Taxation. Tidak
ada variabel gender

12 Natasya Putri
Rahmalia
(2024)

Exploring the
Roles of Tax
Morale,
Religiosity, and
Nationalism in
Tax Compliance
with the
Moderating

Moral pajak dan
nasionalisme
berpengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan pajak,
sementara religiositas
tidak. Peningkatan
pemahaman

Keduanya
membahas
faktor-faktor
yang
memengaruhi
tax morale
dan kepatuhan
pajak.

Pendekatan dan
fokus variabelnya
berbeda. Natasya
lebih pada aspek
moral dan
psikologis,
sementara peneliti
lebih menyoroti
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Effect of
Accounting
Literacy

keagamaan dapat
menurunkan
kepatuhan karena
lebih mengutamakan
kewajiban spiritual.
Literasi akuntansi
tidak memoderasi
faktor-faktor tersebut,
menunjukkan bahwa
kepatuhan pajak lebih
dipengaruhi oleh
aspek non-finansial.

faktor ekonomi dan
regulasi.

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel penelitian
Variabel Konsep Variabel Indikator Skala

Income Level
(X1)

Pendapatan adalah jumlah uang
yang didapatkan selama satu bulan
dalam rupiah (Cupian &
Nami,2020).

Jumlah pendapatan yang
diterima Rasio

Complexity of
Taxation (X2)

Kompleksitas perpajakan
merupakan kerumitan dalam sistem
perpajakan yang berakibat pada
kesusahan wajib pajak dalam
membaca, memahami dan mematuhi
peraturan perpajakan Hoppe, Sturm,
Schanz, & Sureth-Sloane (2017)

1. Tingkat kesulitan atau
kerumitan dalam mengisi
formulir pajak

2. Tingkat kesulitan atau
kerumitan dari aturan
pajak

3. Kelengkapan dari instruksi
formulir admistrasi pajak

4. Frekuensi dari perubaan
pajak

Ordinal

Tax Law
Enforcement

(Z)

Suatu tindakan melalui hukum dan
melalui keputusan hukum di
pengadilan dalam menetapkan
hukuman yang tepat kepada
pelanggar (Amalia, 2021)

1. Pemeriksaan Pajak
2. Penyidikan Pajak
3. Sanksi Pajak

Ordinal

Tax moral (Y)

Motivasi intrinsik untuk patuh
terhadap ketentuan perpajakan
(Kasper, 2016)

1. Persepsi adanya kejujuran
2. Kepercayaan terhadap

instansi pemerintah
3. Motivasi intrinsik

Ordinal

Tabel 3.2 Skor pernyataan
Jawaban Responden Skor

Sangat Setuju 5
Setuju 4
Ragu-ragu 3
Tidak setuju 2
Sangat tidak setuju 1

Tabel 3.3 Standar penilaian untuk Reliabilitas
Kriteria Reliabilitas

Good 0,80
Acceptable 0,70
Marginal 0,60
poor 0,50
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Tabel 3.4 Kriteria Penilaian
No. Persentase Jumlah Skor Kriteria
1 20,00 % - 36,00 % Sangat Tidak Baik
2 36,01 % - 52,01 % Tidak Baik
3 52,02 % - 68,02 % Cukup Baik
4 68,03 % - 84,03 % Baik
5 84,04 % - 100 % Sangat Baik

Tabel 4. 1 Karakteristik responden berdasarkan usia
Usia Frekuensi Persentase

<20 tahun 4 4.2
21 - 30 tahun 36 37.9
31 - 40 tahun 25 26.3
41 - 50 tahun 17 17.9
>50 tahun 13 13.7
Total 95 100.0

Tabel 4. 2 Uji Validitas Variabel Penelitian
Variabel No r korelasi r tabel Keterangan

Tax Moral

1 0.664 0.361 valid
2 0.599 0.361 valid
3 0.572 0.361 valid
4 0.456 0.361 valid
5 0.837 0.361 valid
6 0.875 0.361 valid
7 0.836 0.361 valid
8 0.824 0.361 valid
9 0.896 0.361 valid
10 0.905 0.361 valid
11 0.916 0.361 valid
12 0.877 0.361 valid
13 0.892 0.361 valid
14 0.866 0.361 valid
15 0.819 0.361 valid

Complexity
of taxation

1 0.719 0.361 valid
2 0.758 0.361 valid
3 0.614 0.361 valid
4 0.69 0.361 valid
5 0.845 0.361 valid
6 0.837 0.361 valid
7 0.854 0.361 valid
8 0.861 0.361 valid
9 0.806 0.361 valid
10 0.762 0.361 valid
11 0.777 0.361 valid
12 0.789 0.361 valid
13 0.772 0.361 valid
14 0.88 0.361 valid
15 0.899 0.361 valid
16 0.661 0.361 valid
17 0.844 0.361 valid
18 0.709 0.361 valid
19 0.695 0.361 valid
20 0.758 0.361 valid

Tax law 1 0.831 0.361 valid



JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)
Vol. 10 No. 1, 2026

Submitted : 22/11/2025 |Accepted : 23/12/2025 |Published : 25/02/2026
P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306 | Page 1058

enforcement 2 0.906 0.361 valid
3 0.85 0.361 valid
4 0.885 0.361 valid
5 0.917 0.361 valid
6 0.881 0.361 valid
7 0.776 0.361 valid
8 0.823 0.361 valid
9 0.866 0.361 valid
10 0.881 0.361 valid
11 0.875 0.361 valid
12 0.752 0.361 valid
13 0.823 0.361 valid
14 0.697 0.361 valid
15 0.785 0.361 valid
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Nilai reliabel r kritis Interpretasi

Complexity of taxation (X2) 0.964 0.7 Reliabel
Tax law enforcement (Z) 0.968 0.7 Reliabel
Tax morale(Y) 0.955 0.7 Reliabel

Tabel 4. 4 Rentang Klasifikasi Variabel
No Lebar Interval Kriteria
1 1-1,80 Sangat tidak baik
2 1,81-2,60 Tidak baik
3 2,61-3,40 Cukup
4 3,41-4,20 Baik
5 4,21-5,0 Sangat baik

Sumber : data olahan

Tabel 4. 5 Karakteristik responden berdasarkan level income
Tingkat pendapatan Frekuensi Persentase

<Rp 3.000.000 30 31.6
Rp 3.000.000 s/d Rp 7.000.000 31 32.6
Rp 7.000.000 s/d Rp 15.000.000 18 18.9
>Rp 15.000.000 16 16.8
Total 95 100.0

Tabel 4. 6 Tanggapan responden mengenai variabel complexity of taxation
No Indikator STS TS R S SS Mean

Tingkat kesulitan mengisi formulir pajak

1 Mengisi formulir pajak merupakan
proses yang sangat sulit bagi saya

F 7 15 37 19 17
3.25

% 7.37 15.8 38.9 20 17.9

2
Saya merasa kebingungan ketika harus
mengisi kolom-kolom dalam formulir
pajak

F 7 13 38 22 15
3.26

% 7.37 13.7 40 23.2 15.8

3
Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi
formulir pajak terlalu lama dan
mengganggu aktivitas usaha saya

F 6 16 35 21 17
3.28

% 6.32 16.8 36.8 22.1 17.9

4
Saya membutuhkan bantuan atau
panduan untuk mengisi formulir pajak
dengan benar

F 5 9 21 40 20
3.64

% 5.26 9.47 22.1 42.1 21.1

Mean 3.36
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Tingkat kesulitan aturan pajak

5
Aturan pajak yang berlaku terlalu
rumit untuk dipahami oleh wajib pajak
UMKM

F 4 8 32 31 20
3.58

% 4.21 8.42 33.7 32.6 21.1

6
Saya sering merasa kesulitan untuk
mengikuti perubahan dalam aturan
pajak yang diterapkan

F 3 7 34 33 18
3.59

% 3.16 7.37 35.8 34.7 18.9

7
Penjelasan mengenai aturan pajak
yang disediakan pemerintah tidak
cukup jelas bagi saya

F 5 9 37 29 15
3.42

% 5.26 9.47 38.9 30.5 15.8

8
Saya merasa perlu menghabiskan
waktu ekstra untuk memahami
peraturan pajak yang berlaku

F 5 10 28 35 17
3.52

% 5.26 10.5 29.5 36.8 17.9

17
Secara keseluruhan, saya merasa
bahwa kompleksitas perpajakan dapat
menghambat pertumbuhan UMKM

F 5 7 32 29 22
3.59

% 5.26 7.37 33.7 30.5 23.2

18
Saya percaya bahwa penyederhanaan
proses perpajakan dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak UMKM

F 2 4 23 39 27
3.89

% 2.11 4.21 24.2 41.1 28.4

19

Saya berharap pemerintah dapat
memberikan lebih banyak dukungan
dalam memahami kewajiban
perpajakan

F 3 1 19 38 34
4.04

% 3.16 1.05 20 40 35.8

20

Saya merasa bahwa pendidikan
tentang pajak untuk pelaku UMKM
perlu ditingkatkan untuk mengurangi
kompleksitas perpajakan

F 2 1 28 35 29
3.93

% 2.11 1.05 29.5 36.8 30.5

Mean 3.69
Kelengkapan dari instruksi formulir admistrasi pajak

9
Instruksi yang disertakan dalam
formulir pajak sudah cukup lengkap
dan mudah dipahami

F 6 7 41 28 13
3.37

% 6.32 7.37 43.2 29.5 13.7

10
Saya merasa instruksi dalam formulir
pajak kadang tidak memberikan
penjelasan yang cukup

F 5 13 32 27 18
3.42

% 5.26 13.7 33.7 28.4 18.9

11
Saya sering kali tidak menemukan
informasi yang saya butuhkan dalam
instruksi formulir pajak

F 3 14 33 29 16
3.43

% 3.16 14.7 34.7 30.5 16.8

12

Kelengkapan informasi dalam
formulir pajak mempengaruhi
kemudahan saya dalam mengisi
formulir tersebut

F 4 4 33 34 20
3.65

% 4.21 4.21 34.7 35.8 21.1

Mean 3.47
Frekuensi dari perubaan pajak

13
Saya merasa bahwa perubahan aturan
pajak terlalu sering terjadi dan sulit
untuk diikuti

F 5 11 34 29 16
3.42

% 5.26 11.6 35.8 30.5 16.8

14

Frekuensi perubahan pajak membuat
saya merasa tidak nyaman dalam
menjalankan kewajiban perpajakan
saya

F 4 8 32 33 18
3.56

% 4.21 8.42 33.7 34.7 18.9

15
Saya khawatir bahwa perubahan pajak
yang sering dapat berdampak negatif
pada usaha saya

F 3 8 29 39 16
3.60

% 3.16 8.42 30.5 41.1 16.8

16 Saya merasa perlu terus-menerus F 3 6 25 33 28 3.81
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memperbarui informasi tentang pajak
karena seringnya perubahan yang
terjadi

% 3.16 6.32 26.3 34.7 29.5

Mean 3.60
Mean Keseluruhan 3.53

Kritera Baik

Tabel 4. 7 Tanggapan responden mengenai variabel tax law enforcement
No Indikator STS TS R S SS Mean

Pemeriksaan Pajak

1
Saya merasa proses pemeriksaan pajak
yang dilakukan oleh otoritas pajak
sudah transparan dan adil

F 10 11 37 21 16
3.23

% 10.5 11.6 38.9 22.1 16.8

2
Saya mendapatkan informasi yang
jelas mengenai prosedur pemeriksaan
pajak sebelum dilakukan pemeriksaan

F 7 8 37 31 12
3.35

% 7.37 8.42 38.9 32.6 12.6

3
Petugas pajak yang melakukan
pemeriksaan menunjukkan
profesionalisme yang baik

F 7 10 38 26 14
3.32

% 7.37 10.5 40 27.4 14.7

4
Saya merasa proses pemeriksaan pajak
tidak mempersulit usaha saya sebagai
UMKM

F 5 7 39 29 15
3.44

% 5.26 7.37 41.1 30.5 15.8

5
Saya percaya bahwa pemeriksaan
pajak yang dilakukan dapat membantu
meningkatkan kepatuhan wajib pajak

F 5 7 29 39 15
3.55

% 5.26 7.37 30.5 41.1 15.8

Mean 3.38
Penyidikan Pajak

6
Saya merasa penyidikan pajak yang
dilakukan oleh otoritas pajak
dilakukan secara proporsional

F 5 8 38 29 15
3.43

% 5.26 8.42 40 30.5 15.8

7
Saya mendapatkan kesempatan untuk
menjelaskan situasi saya jika terlibat
dalam penyidikan pajak

F 5 9 39 28 14
3.39

% 5.26 9.47 41.1 29.5 14.7

8

Saya percaya bahwa penyidikan pajak
yang dilakukan oleh otoritas pajak
bertujuan untuk menegakkan
kepatuhan pajak, bukan hanya untuk
menghukum

F 3 7 32 38 15

3.58
% 3.16 7.37 33.7 40 15.8

9
Penyidikan pajak dapat mengurangi
praktik penghindaran pajak di
kalangan pelaku UMKM

F 4 9 31 34 17
3.54

% 4.21 9.47 32.6 35.8 17.9

10

Saya merasa proses penyidikan pajak
transparan dan tidak ada praktik
diskriminasi terhadap wajib pajak
UMKM

F 4 8 39 31 13
3.43

% 4.21 8.42 41.1 32.6 13.7

Mean 3.47
Sanksi Pajak

11

Saya merasa bahwa sanksi pajak yang
dikenakan kepada pelanggar aturan
sudah sesuai dengan tingkat kesalahan
yang dilakukan

F 8 6 30 35 16
3.47

% 8.42 6.32 31.6 36.8 16.8

12
Sanksi pajak yang diterapkan memberi
efek jera bagi wajib pajak yang
melanggar aturan

F 5 4 33 32 21
3.63

% 5.26 4.21 34.7 33.7 22.1

13 Saya percaya bahwa penerapan sanksi F 4 4 31 35 21 3.68
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pajak akan meningkatkan kesadaran
wajib pajak untuk taat membayar
pajak

% 4.21 4.21 32.6 36.8 22.1

14
Saya merasa bahwa sanksi pajak yang
terlalu berat dapat merugikan usaha
kecil seperti UMKM

F 4 5 25 36 25
3.77

% 4.21 5.26 26.3 37.9 26.3

15
Saya merasa lebih baik untuk tidak
melanggar aturan pajak karena ada
risiko sanksi yang mungkin diterima

F 4 4 24 34 29
3.84

% 4.21 4.21 25.3 35.8 30.5

Mean 3.68
Mean Keseluruhan 3.51

Kritera Baik

Tabel 4. 8 Tanggapan responden mengenai variabel Tax Moral
No Indikator STS TS R S SS Mean

Persepsi adanya kejujuran

1
Saya percaya bahwa kebanyakan
wajib pajak UMKM melaporkan
penghasilan mereka dengan jujur

F 4 10 36 27 18
3.47

% 4.21 10.5 37.9 28.4 18.9

2

Saya selalu melaporkan
penghasilan usaha saya secara jujur
meskipun tidak ada pemeriksaan
dari pihak pajak

F 3 7 26 28 31
3.81

% 3.16 7.37 27.4 29.5 32.6

3

Saya merasa wajib pajak lain juga
jujur dalam melaporkan pajaknya,
sehingga saya termotivasi untuk
melakukan hal yang sama

F 3 4 31 33 24
3.75

% 3.16 4.21 32.6 34.7 25.3

4

Tidak membayar pajak dengan
benar adalah perbuatan yang
melanggar kejujuran dan tanggung
jawab sebagai warga negara

F 7 5 12 33 38
3.95

% 7.37 5.26 12.6 34.7 40

5

Saya tidak pernah merasa tergoda
untuk mengurangi jumlah pajak
yang harus saya bayar karena
pentingnya kejujuran

F 6 2 14 36 37
4.01

% 6.32 2.11 14.7 37.9 38.9

Mean 3.80
Kepercayaan terhadap instansi pemerintah

6
Saya percaya bahwa pemerintah
menggunakan dana pajak untuk
kepentingan masyarakat secara luas

F 14 10 27 25 19
3.26

% 14.7 10.5 28.4 26.3 20

7

Saya yakin bahwa pemerintah akan
mengelola pajak yang saya
bayarkan dengan baik dan
transparan

F 12 11 29 22 21
3.31

% 12.6 11.6 30.5 23.2 22.1

8

Saya merasa nyaman melaporkan
dan membayar pajak karena saya
percaya pada integritas instansi
perpajakan

F 11 5 30 31 18
3.42

% 11.6 5.26 31.6 32.6 18.9

9

Saya percaya bahwa pemerintah
terus berupaya meningkatkan
pelayanan bagi pelaku UMKM
yang taat pajak

F 6 4 29 31 25
3.68

% 6.32 4.21 30.5 32.6 26.3

10
Kepercayaan saya terhadap
pemerintah membuat saya lebih
patuh dalam membayar pajak

F 11 5 32 28 19
3.41

% 11.6 5.26 33.7 29.5 20

Mean 3.42
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Motivasi intrinsik

11

Membayar pajak adalah tanggung
jawab moral yang saya yakini
sebagai bagian dari kontribusi saya
kepada negara

F 6 1 16 40 32
3.96

% 6.32 1.05 16.8 42.1 33.7

12
Saya merasa puas secara pribadi
ketika saya melaporkan dan
membayar pajak dengan benar

F 5 4 24 31 31
3.83

% 5.26 4.21 25.3 32.6 32.6

13
Saya merasa bersalah jika saya
tidak memenuhi kewajiban pajak
dengan benar

F 6 3 15 38 33
3.94

% 6.32 3.16 15.8 40 34.7

14

Saya termotivasi untuk membayar
pajak bukan hanya karena takut
terkena sanksi, tetapi karena saya
merasa itu adalah hal yang benar

F 4 3 16 36 36
4.02

% 4.21 3.16 16.8 37.9 37.9

15

Saya merasa terpanggil secara
pribadi untuk berperan aktif dalam
membayar pajak sebagai bentuk
kontribusi terhadap kemajuan
negara

F 5 2 19 41 28

3.89
% 5.26 2.11 20 43.2 29.5

Mean 3.93
Mean Keseluruhan 3.71

Kritera Baik

Tabel 4. 9 Loading Factor
Income
level

Complexity of
taxation

Tax
morale

Tax law
enforcement

X1 1.000
X21 0.702
X22 0.936
X23 0.948
X24 0.890
Y1 0.858
Y2 0.881
Y3 0.895
Z1 0.913
Z2 0.942
Z3 0.910

Tabel 4. 10 Nilai AVE
AVE

Complexity of taxation 0.765
Income level 1.000
Tax law enforcement 0.849
Tax morale 0.771

Tabel 4. 11 Cross Loading Factor
Income
level

Complexity of
taxation

Tax
morale

Tax law
enforcement

X1 1.000 -0.085 -0.112 -0.176
X21 -0.105 0.702 -0.021 0.021
X22 -0.052 0.936 0.223 0.161
X23 -0.154 0.948 0.321 0.199
X24 0.058 0.890 0.134 0.073
Y1 -0.028 0.313 0.858 0.642
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Y2 -0.147 0.205 0.881 0.734
Y3 -0.117 0.198 0.895 0.620
Z1 -0.242 0.174 0.762 0.913
Z2 -0.152 0.107 0.658 0.942
Z3 -0.079 0.196 0.674 0.910

Tabel 4. 12 Perbadingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel AVE Akar AVE
Korelasi Antar Var Laten

Complexity
of taxation

Income
level

Tax law
enforcement

Tax
morale

Complexity of taxation 0.765 0.875 1
Income level 1 1.000 -0.085 1
Tax law enforcement 0.849 0.921 0.174 -0.176 1
Tax morale 0.771 0.878 0.272 -0.112 0.762 1

Tabel 4. 13 Composite Reliability
Variabel Cronbach's Alpha Composite Reliability

Complexity of taxation 0.914 0.928
Income level 1.000 1.000
Tax law enforcement 0.912 0.944
Tax morale 0.852 0.910

Tabel 4. 14 Hasil Nilai GoF
Variabel Communality R Square Nilai GOF

Tax law enforcement 0.849 0.057 0.05
Tax morale 0.771 0.601 0.463

Tabel 4. 15 Path Coefficients

Pengaruh Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T Statistics
(|O/STDEV|) P Values

Complexity of Taxation -> Tax Law
Enforcement 0.161 0.161 0.185 0.867 0.386

Complexity of Taxation -> Tax moral 0.145 0.137 0.125 1.157 0.248
Income -> Tax Law Enforcement -0.162 -0.169 0.109 1.49 0.137
Income -> Tax moral 0.031 0.032 0.073 0.424 0.672
Tax Law Enforcement -> Tax moral 0.742 0.732 0.078 9.492 0.000

Tabel 4. 16 Uji Specific Inderect Effects

Variabel Indirect
Effects

T Statistics
(|O/STDEV|)

P
Values

Complexity of
taxation -> Tax law

enforcement -> Tax
morale 0.119 0.887 0.375

Income level -> Tax law
enforcement -> Tax

morale -0.121 1.473 0.141


